BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat simpulan sebagai
berikut:

1. Aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana
komersialisasi gigi post ekstraksi di Kota Padang. Dalam
aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap jualbeli organ tubuh
gigi di Kota Padang belum terlaksana sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa organ dan/jaringan
tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
Permasalahan yang terjadi belum ada ditindaklanjuti oleh pihak
berwenang.

2. Prospektif penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana
komersialisasi gigi post ekstraksi di Kota Padang. Bahwa seperti
diketahui gigi merupakan suatu organ manusia yang tidak boleh
diperjualbelikan. Oleh karena itu harus adanya sosialisasi
kepada masyarakat tentang organ tubuh manusia yang tidak
boleh diperjualbelikan yang diatur dalam undang-undang
kesehatan dan perlu dipertegas lagi aturan yang terdapat di

dalam undang-undang tersebut.
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B. Saran

1. Dengan adanya Pasal 64 Ayat 3 Undang-undang 36 Tahun 2009
tentang kesehatan yang berbunyi bahwa organ dan/atau jaringan
tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun, perlu
ditegaskan dan diterapkan undang-undang.

2. Adanya penelitian lebih lanjut tentang penerapan hukum pidana
terhadap tindak pidana komersialisasi gigi post ekstraksi karena
fakultas kedokteran gigi tidak hanya ada di Kota Padang.

3. Perlunya pengaturan khusus melegalkan gigi post ekstraksi bagi

mahasiswa kedokteran gigi untuk pendidikan.
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